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ABSTRAK
	Proses atau prosedur penyitaan barang bukti dalam perkara pidana adalah sebagai berikut : Sebelum melakukan tugasnya, maka petugas atau penyidik diharuskan mendapatkan surat ijin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak; Menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang darimana benda itu disita; Berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang akan disita untuk diserahkan kepadanya terhadap surat atau tulisan yang berasal dari tersangka, ditunjukkan kepadanya, kepunyaannya atau diperuntukkan baginya, atau alat untuk melakukan tindak pidana; Memperlihatkan benda yang akan disita pada orang darimana benda itu disita atau keluarganya dan tanda barang itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi; Membuat berita acara penyitaan, setelah dibacakan lalu diberi tanggal, ditandatangani oleh penyidik, orang yang bersangkutan atau keluarganya dan dua orang saksi; Sebelum benda atau barang yang disita tersebut dimasukkan di rumah penyimpanan benda sitaan negara, maka harus dicatat terlebih dahulu mengenai berat atau jumlahnya menurut jenisnya masing-masing, ciri-ciri maupun sifat khas dari benda tersebut, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas dirimana benda itu disita kemudian dibungkus, diberi lag dan cap jabatan serta ditanda tangani oleh penyidik; Untuk kepentingan pengamanan apabila dianggap perlu dilakukan pemotretan terlebih dahulu.
	Beberapa hambatan yang ditemui penyidik dalam melakukan penyitaan antara lain : Barang bukti sudah tidak utuh lagi atau rusak; Barang bukti dipindahtangankan kepada orang lain; Barang bukti masuk kesatuan lain; Barang bukti dibuat jaminan diPegadaian; Barang bukti hilang tidak diketemukan. Upaya-upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain : Apabila barang bukti dipindahtangankan kepada orang lain, maka membuat D.P.O (Daftar Pencarian Orang) atau D.P.B (Daftar Pencarian Barang) dikirm ke jajaran POLDA; Apabila barang bukti masuk kesatuan lain, maka melakukan pendekatan kepada Dankesatuan dimana barang bukti tersebut berada, dengan cara menyuruh seseorang untuk membeli barang bukti dengan harapan barang bukti bisa keluar dari daerah kesatuan tersebut dan digunakan sebagai barang bukti; Apabila barang bukti digadaikan, maka Polri melakukan penyitaan barang bukti dengan jalan meminta persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri dengan ketetapan dari Pengadilan Negeri, baru pihak pegadaian menyerahkan barang bukti tersebut, meskipun harus adu argumentasi; Apabila barang bukti hilang tidak diketemukan, maka penyidik melakukan penyelidikan ulang di T.K.P (Tempat Kejadian Perkara); Mencari keterangan saksi-saksi dan tersangka dengan cara mengumpulkan para saksi dan tersangka untuk mencari kebenaran barang bukti yang tidak lagi berbentuk seperti perhiasan yang telah dilebur oleh pembeli.

Kata Kunci : barang bukti,penyidik POLRI
ABSTRACT
	Process or seizure procedures of evidence in the case criminal is as follows : Before doing his job, the officer or investigator is required to obtain a license in advance from Chairman of the local Court except in a state that is very necessary and urgent; Showed his ID to the person from whom the object was confiscated; Authorities ordered the man who controls the object to be seized to be handed to him on a letter or posts originating from the suspect, shown to him, his or intended to be, or tools for committing a crime; Shows the object to be seized on the person of which the object was confiscated or his family and mark the items in the presence of the head of the village or neighborhood leaders with two witnesses; Make an official report of seizure, after read out then given a date, signed by the investigator, the person concerned or his family and two witnesses; Before the object or seized objects are included in the state confiscated items storage, it should be noted in advance about the weight or amount according to their kind, traits or characteristics of the object, place, day and seized dates, where the identity of the object was confiscated then wrapped, labeled and office stamp and signed by the investigator; For security interests when deemed necessary to shoot first.

Some of the obstacles encountered by investigators in conducting seizure among others : Evidence are no longer intact or damaged; Evidence transferable to others; Evidence entered another entity; Collateral evidence made at the Pawnshop; Missing evidence was not found. Attempts by investigators overcoming these obstacles, among others : If the evidence transferable to others, then make D.P.O (Person Searches List) and D.P.B (Search List Item) sent to the ranks of the Police : if the evidence entered another entity, then to approach and unity where the evidence is located, by way of telling someone to buy the evidence in the hope that evidence may be out of the unity of regions and used as evidence; if the mortgaged evidence, then Police confiscate the evidence by asking the approval of foreclosure to the District Court in a decision of the District Court, then the pawnshop submit the evidence, although have to argue; If the missing evidence was not found, then investigator conducting an investigation on T.K.P (The Crime Scene); Finding statements of witnesses and suspects by collecting witnesses and suspect	to find the truth of evidence no longer shaped like jewelry that has been melted by the buyer.
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1. PENDAHULUAN
Di jaman pembangunan dan keadaan negara yang dalam masa sulit ini, aspek hukum sangatlah diperlukan dalam menunjang dan menertibkan keadaan negara kita. Oleh karena itu pembaharuan atau unifikasi hukum mutlak diperlukan supaya hukum di negara kita ini bisa digunakan atau berlaku sesuai dengan kebutuhan jaman saat ini, mengingat tata hukum negara kita merupakan tata hukum yang sebagian isinya merupakan tata hukum yang masih diwarnai tata hukum pemerintahan kolonial Belanda.
Hal tersebut di atas bukan berarti bangsa Indonesia tidak pernah mampu untuk melakukan pembaharuan hukum, namun perlu disadari bahwa melakukan pembaharuan hukum bukanlah suatu pekerjaan yang ringan melainkan suatu pekerjaan yang membutuhkan pemikiran-pemikiran atau langkah-langkah yang tepat. Mengingat negara Republik Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki keragaman atau kemajemukan masyarakat maupun kebudayaannya, yang kesemuanya itu menuntut untuk bisa memiliki tata hukum yang dapat diterima oleh semua unsur atau lapisan warga Negara Republik Indonesia. Untuk itu perlu diseleksi tata hukum mana yang diganti, diperbaharui ataupun dipertahankan, sesuai dengan kebutuhan dewasa ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, bahwa perlu diadaka usaha-usaha yang meliputi :
1. Peningkatan dan penyempurnaan pembaharuan hukum nasional dengan mengadakan usaha kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu.
2. Penertiban badan-badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing.
3. Peningkatan kemampuan dan kewajiban aparat penegak hukum.
4. Pembinaan penyelenggaraan bantuan hukum untuk golongan masyarakat yang kurang mampu.
Salah satu hasil dari usaha tersebut ialah pembaharuan hukum di bidang hukum acara pidana yaitu dengan diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan dinyatakan dicabutnya ketentuan-ketentuan mengenai hukum acara pidana yang termuat di dalam :
1. HIR;
2. Undang-Undang No. 1 Darurat Tahun 1951;
3. Ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam perundang-undangan lain sepanjang menyangkut hukum acara pidana.
Namun ketentuan khusus acara pidana yang terdapat dalam undang-undang tertentu, misalnya Undang-Undang No. 7 Darurat Tahun 1951 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi, serta Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tetap diakui berlakunya berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 284 ayat (2) dan penjelasannya. Ketentuan khusus acara pidana mempunyai batasan pengertian yang diatur dalam undang-undang, yang dinyatakan tidak berlaku lagi dan selanjutnya akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Penjabaran asas-asas yang terkandung dalam KUHAP menimbulkan perubahan yang mendasar terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Perubahan tersebut tampak dengan adanya perlindungan hak asasi manusia dalam keseimbangan dengan kepentingan umum, dengan maksud agar masyarakat dapat menghayati akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
Saat ini kita telah memiliki dasar-dasar hukum yang tentunya sangat menunjang dalam pembangunan, contohnya yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981, yang kemudian kita kenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Untuk memenuhi harapan tersebut, maka perlu dilihat penerapan KUHAP dalam praktek sehari-hari. Dari praktek tersebut akan diketahui apakah ada kesenjangan antara teori dan prakteknya, sebab suatu undang-undang selalu menyamaratakan peristiwa-peristiwa yang diatur dengan akibat yang sama pula. Dengan demikian undang-undang tidak dapat meliput peristiwa kemasyarakatan secara rinci atau boleh dikatakan undang-undang masih memiliki banyak kelemahan.
Begitu pula mengenai tujuan penyitaan barang-barang yang digunakan oleh seseorang dalam melakukan tindak pidana atau barang hasil dari tindak pidana, tidak lain adalah digunakan sebagai barang bukti yang selanjutnya untuk menentukan benar tidaknya seseorang yang telah melakukan kejahatan, sebab barang bukti merupakan suatu syarat mutlak atau harus ada dalam setiap penyidikan perkara.
Meskipun tujuan dari penyitaan barang bukti tersebut tidak dijelaskan secara terperinci di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan tetapi dapat diambil kesimpulan mengenai tujuan dari penyitaan seperti yang dinyatakan dalam pasal 1 ayat (16) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa :
Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bahwa penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
Pada sisi tertentu meskipun penyitaan yang dilakukan oleh penyidik telah diatur dan ditetapkan oleh undang-undang (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), tetapi masih ada saja hal-hal yang menyulitkan penyidik dalam melakukan penyitaan suatu barang tertentu. Sebagai contoh adalah jika alat bukti yang digunakan pelaku dimusnahkan oleh si pelaku, maka petugas akan mengalami kesulitan dalam melakukan penyidikan terhadap barang bukti yang akan diajukan ke persidangan, dengan begitu petugas akan mengalami hambatan dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka yang kemudian perkaranya tidak dapat cepat terselesaikan.
Kita mengenal asas praduga tak bersalah yang merupakan suatu prinsip yang harus dimiliki oleh setiap warga negara bukan hanya untuk penegak hukum. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lebih menonjolkan segi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di dalam keseimbangan untuk kepentingan hidup bermasyarakat. Dengan maksud agar hak dan kewajibannya sebagai warga negara dapat dihayati masyarakat, juga untuk meningkatkan sikap tegas yang diambil oleh para pelaksana penegak hukum agar sesuai dengan fungsi dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
Dari uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi “PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI  DAN HAMBATANNYA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI DALAM PRAKTEK”. Disamping itu pula, penulis ingin mengetahui bagaimanakah pelaksanaan penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh kepolisian dan apa sajakah hambatan-hambatan yang ditemui penyidik dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti serta bagaimana pula upaya-upaya mengatasi hambatan dalam penyitaan barang bukti.

2. METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan pada Kantor Kepolisian Kukar Kartanegara. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan penelitian secara Yuridis Normatif dan Empiris.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan panjang lebar tentang apa yang dimaksud dengan penyitaan barang, barang apa saja yang dapat disita, siapa saja yang berwenang melakukan penyitaan, demikian juga tentang tujuan dari penyitaan terhadap barang-barang tersebut.
Dengan berpedoman pada penjelasan sebelumnya dipandang belum lengkap apabila dijadikan sebagai pegangan bagi penyidik dalam melakukan tugasnya, karena penyitaan erat hubungannya dengan hak asasi manusia. Kebebasan memiliki suatu benda dilindungi oleh hukum, sepanjang benda atau barang-barang tersebut penggunaannya tidak mengganggu kepentingan orang lain atau sepanjang benda atau barang tersebut bukan hasil dari kejahatan. Itulah sebabnya dalam melakukan penyitaan, petugas hukum dituntut harus memiliki ketepatan dan kecermatan dalam mengikuti atau mengindahkan prosedur penyitaan yang telah ditentukan oleh undang-undang.
Prosedur atau tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang merupakan alat kontrol bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, apakah sudah sesuai prosedur yang ada atau belum. Oleh karena itu sah tidaknya suatu panggilan bagi terdakwa atau saksi, batalnya surat dakwaan, sah atau tidaknya surat penangkapan dan penahanan demikian juga mengenai penyitaan, sangat ditentukan oleh ketepatan dan kecermatan dari penegak hukum terhadap prosedur yang sudah ditetapkan.
Dari berbagai pengalaman dalam praktek, suatu kekeliruan atau karena kurang memenuhi prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang maka keputusan hakim menjadi lain dari apa yang seharusnya, bahkan tidak jarang sebagai akibat dari kekeliruan atau karena kurang memenuhi prosedur, penegak hukum dihadapkan ke lembaga praperadilan.
Dengan adanya kekeliruan atau karena tidak memenuhi prosedur yang sudah ditetapkan undang-undang dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang tidak selaras dengan rasa keadilan. Padahal rasa keadilan ini akan memberikan rasa tentram bagi masyarakat sekaligus merupakan faktor utama bagi mantapnya kepercayaan masyarakat bagi tegaknya hukum.
Hukum acara pidana telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik sebelum melakukan penyitaan dan syarat-syarat tersebut sungguh-sungguh dilaksanakan demi tegaknya hukum dan keadilan. Misalnya dalam penyitaan benda yang tidak bergerak terlebih dahulu harus mendapatkan surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, sehingga penyidik dalam melakukan penyitaan lebih memperhatikan hak asasi manusia, khususnya hak asasi terhadap orang yang barangnya disita.
Tindakan main hakim sendiri, main tangkap, main tuntut, main tahan dan main sita-sitaan tanpa memperhatikan prosedur yang telah ditetapkan adalah tidak diperkenankan. Itulah sebabnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam pasal-pasalnya telah menentukan secara limitatif tentang prosedur mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa proses atau prosedur penyitaan barang bukti dalam perkara pidana adalah sebagai berikut :
1. Sebelum melakukan tugasnya, maka petugas atau penyidik diharuskan mendapatkan surat ijin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat ijin terlebih dahulu, tanpa mengurangi pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu segera melaporkan pada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap benda atau alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan melakukan tindak pidana atau benda yang diperoleh dari suatu kejahatan atau benda lain yang dapat dijadikan sebagai barang bukti penyitaan juga dapat dilakukan terhadap paket atau surat atau benda yang pengangkutannya, pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi dan lain-lain perusahaan pengangkutan apabila barang-barang tersebut ditunjukkan pada tersangka atau berasal dari padanya.
2. Menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang darimana benda itu disita.
3. Berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang akan disita untuk diserahkan kepadanya terhadap surat atau tulisan yang berasal dari tersangka, ditunjukkan kepadanya, kepunyaannya atau diperuntukkan baginya, atau alat untuk melakukan tindak pidana. Sedangkan penyitaan terhadap surat atau tulisan dari mereka yang wajib merahasiakan sepanjang tidak menyangkut rahasia negara hanyalah atas ijin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
4. Memperlihatkan benda yang akan disita pada orang darimana benda itu disita atau keluarganya dan tanda barang itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
5. Membuat berita acara penyitaan, setelah dibacakan lalu diberi tanggal, ditandatangani oleh penyidik, orang yang bersangkutan atau keluarganya dan dua orang saksi. Turunan berita acara disampaikan kepada atasan penyidik, orang atau keluarga yang barangnya disita dan kepala desa atau kepala lingkungan. Dalam hal orang darimana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangannya, maka hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebutkan apa alasan mereka tidak mau membubuhkan tanda tangan.
6. Sebelum benda atau barang yang disita tersebut dimasukkan di rumah penyimpanan benda sitaan negara, maka harus dicatat terlebih dahulu mengenai berat atau jumlahnya menurut jenisnya masing-masing, ciri-ciri maupun sifat khas dari benda tersebut, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas dirimana benda itu disita kemudian dibungkus, diberi lag dan cap jabatan serta ditanda tangani oleh penyidik. Terhadap benda sitaan yang tidak dapat dibungkus, maka penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang ditulis di atas label dan ditempelkan atau dikaitkan pada benda sitaan tersebut.
7. Untuk kepentingan pengamanan apabila dianggap perlu dilakukan pemotretan terlebih dahulu.
Sedangkan benda yang dapat disita adalah sebagai berikut :
1. Benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana (dalam ilmu hukum disebut instrumental delicti).
2. Benda yang diperoleh atau hasil suatu tindak pidana disebut juga corpora delicti.
3. Benda-benda lain yang tidak secara langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana, tetapi mempunyai alasan yang kuat untuk bahan pembuktian.
4. Barang bukti pengganti misalnya obyek yang dicuri adalah uang, kemudian dengan uang tersebut tersangka membeli sebuah radio. Dalam hal ini radio tersebut disita untuk barang bukti pengganti.
Penyitaan terhadap surat dapat dilakukan setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan terhadap surat-surat tersebut dengan tata cara sebagai berikut :
1. Dengan mendapatkan ijin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, maka penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi atau perusahaan pengangkutan lainnya yang dicurigai dengan alasan yang kuat dan mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. Untuk kepentingan ini penyidik dapat memerintahkan agar surat tersebut diserahkan kepadanya, surat yang dimaksud dan untuk itu harus memberikan surat tanda penerimaan barang. Kalau ada hubungannya dengan perkara, maka surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara dan kalau tidak ada hubungannya maka surat tersebut dikembalikan dengan dibubuhi cap telah dibuka oleh penyidik dan penyidik wajib merahasiakan isi surat tersebut.
2. Penyidik membuat berita acara dan turunan berita acara yang dikirimkan nantinya kepada kantor pos atau jawatan atau instansi dimana surat-surat tersebut di atas disita.
Setelah pemeriksaan yang diperlukan dalam penyidikan itu dipandang cukup, maka penyidik atas kekuatan sumpah jabatan segera membuat berita acara dengan syarat-syarat sebagai berikut :
1. Diberi tanggal berita acara;
2. Memuat tindak pidana yang persangkaan dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan;
3. Nama dan tempat tinggal para saksi;
4. Catatan mengenai akte dan data benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara itu pada tahap-tahap penuntutan dan peradilan.
Dalam berita acara penyidikan ini juga dilampirkan semua berita acara yang dibuat sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan termasuk :
1. Berita acara pemeriksaan tersangka;
2. Berita acara penahanan;
3. Berita acara penggeledahan;
4. Berita acara penyitaan;
5. Berita acara pemeriksaan surat;
6. Dan lain-lain sebagainya apabila hal itu telah nyata-nyata dilakukan dalam rangka penyidikan suatu tindak pidana.
Petugas yang melakukan penyitaan barang bukti harus membawa surat-surat sebagai berikut :
1. Petugas harus membawa surat perintah tugas.
2. Petugas harus membawa surat perintah penyitaan.
3. Petugas harus membawa surat penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.
4. Petugas harus membuat berita acara penyitaan.
5. Petugas harus mendapat ijin dari aparat setempat yaitu RT, RW, Kades dan Resort setempat.
Untuk memperolah surat ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri, penyidik harus menyampaikan syarat-syarat antara lain :
a. B.A.P tersangka;
b. B.A.P saksi;
c. Serta dilampiri surat perintah tugas dan surat perintah penyitaan.
Dengan memenuhi ketiga hal tersebut di atas, maka penyidik dapat memperoleh surat persetujuan penyitaan barang bukti dari Ketua Pengadilan.
Dalam keadaan tertangkap tangan, penyitaan dapat dilakukan tanpa ijin Ketua Pengadilan Negeri, akan tetapi sesudahnya harus segera melaporkan untuk mendapat persetujuannya. Benda yang dapat disita adalah :
a. Benda/tagihan yang diduga diperoleh dari tindak pidana (hasil tindak pidana);
b. Benda yang dipergunakan langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
c. Benda yang dipergunakan untuk menghalangi penyidikan.
d. Benda yang khusus dibuat atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
Benda yang telah disita dalam perkara perdata dapat disita untuk kepentngan penyidikan. Petugas melakukan penyitaan harus lebih dahulu menunjukkan tanda pengenal kepada orang yang menguasai benda yang akan disita, dan benda yang akan disita harus diperlihatkan kepada tersangka atau keluarganya, petugas dapat minta keterangan mengenai benda yang disita, dengan disaksikan oleh dua orang saksi kemudian dibuatkan berita acara penyitaan, lalu dibacakan kepada tersita dan ditandatangani oleh tersita atau keluargnya atau Kepala Desa, Ketua RT/RW setempat dan oleh kedua orang saksi, kalau ada yang tidak mau menandatangani berita acara penyitaan harus disebutkan dengan disertai alasannya. Turunan berita acara disampaikan kepada :
a. Atasan penyidik;
b. Yang bersangkutan atau keluarganya;
c. Kepala Desa.
Barang yang disita dibungkus, dicatat terlebih dahulu jumlahnya atau jenis masing-masing, ciri, sifat khasnya, kalau yang disita uang harus ditulis nomor dan seri uang setiap lembarnya, tempatnya, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang darimana benda itu disita dan lain-lain, kemudian dicek dan diberi cap jabatan dan tanda tangan penyidik kalau tidak dapat dibungkus pada benda tersebut diberi label.
Barang bukti yang dikuatirkan lekas rusak dapat dimintakan persetujuan tersangka untuk dijual lelang dan untuk kepentingan pembuktian disisihkan sebagian kecil, berdasakan pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), benda yang dikenakan penyitaan dapat dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :
· Penyidik dan penuntut tidak memerlukan lagi;
· Perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti;
· Perkara itu dikesampingkan untuk kepentingan umum atau ditutup demi hukum.
Apabila penyidikan telah selesai, maka penyidik wajib menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum dalam tahap pertama yaitu hanya berkas perkaranya saja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) sub a dan pasal 110 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jika dalam waktu 14 hari, penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan, maka penyidikan dianggap telah selesai (pasal 110 ayat (4) KUHAP). Tetapi apabila penuntut umum telah menerima hasil penyidikan tersebut tetapi masih belum lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi dan penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk tadi, dalam waktu 14 hari sesudah tanggal penerimaan kembali berkas perkara tersebut harus sudah diberikan kepada penuntut umum (pasal 110 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP).
Dengan demikian penyidikan sudah dianggap selesai apabila penyidik telah menyerahkan tanggung jawab atas barang bukti pada penuntut umum (pasal 8 ayat (3) KUHAP), dan oleh penuntut umum dibuatkan surat perintah penelitian barang bukti. Kemudian berita acara penelitian barang bukti, yang akhirnya perkara tersebut siap dibuatkan surat dakwaan.
4. KESIMPULAN DAN SARAN
Setelah melalui pembahasan dari beberapa uraian dalam  bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari masalah yang telah dibahas untuk diberikan gambaran yang ringkas. Adapun kesimpulan yang dapat penulis sajikan adalah sebagai berikut :
1. Bahwa proses atau prosedur penyitaan barang bukti dalam perkara pidana adalah sebagai berikut :
a. Sebelum melakukan tugasnya, maka petugas atau penyidik diharuskan mendapatkan surat ijin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.
b. Menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang darimana benda itu disita.
c. Berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang akan disita untuk diserahkan kepadanya terhadap surat atau tulisan yang berasal dari tersangka, ditunjukkan kepadanya, kepunyaannya atau diperuntukkan baginya, atau alat untuk melakukan tindak pidana.
d. Memperlihatkan benda yang akan disita pada orang darimana benda itu disita atau keluarganya dan tanda barang itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
e. Membuat berita acara penyitaan, setelah dibacakan lalu diberi tanggal, ditandatangani oleh penyidik, orang yang bersangkutan atau keluarganya dan dua orang saksi.
f. Sebelum benda atau barang yang disita tersebut dimasukkan di rumah penyimpanan benda sitaan negara, maka harus dicatat terlebih dahulu mengenai berat atau jumlahnya menurut jenisnya masing-masing, ciri-ciri maupun sifat khas dari benda tersebut, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas dirimana benda itu disita kemudian dibungkus, diberi lag dan cap jabatan serta ditanda tangani oleh penyidik.
g. Untuk kepentingan pengamanan apabila dianggap perlu dilakukan pemotretan terlebih dahulu.
2. Bahwa beberapa hambatan yang ditemui penyidik dalam melakukan penyitaan antara lain :
a. Barang bukti sudah tidak utuh lagi atau rusak.
b. Barang bukti dipindahtangankan kepada orang lain.
c. Barang bukti masuk kesatuan lain.
d. Barang bukti dibuat jaminan di Pegadaian
e. Barang bukti hilang tidak diketemukan.
3. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain :
a. Apabila barang bukti dipindahtangankan kepada orang lain, maka membuat D.P.O (Daftar Pencarian Orang) atau D.P.B (Daftar Pencarian Barang) dikirm ke jajaran POLDA.
b. Apabila barang bukti masuk kesatuan lain, maka melakukan pendekatan kepada Dankesatuan dimana barang bukti tersebut berada, dengan cara menyuruh seseorang untuk membeli barang bukti dengan harapan barang bukti bisa keluar dari daerah kesatuan tersebut dan digunakan sebagai barang bukti.
c. Apabila barang bukti digadaikan, maka Polri melakukan penyitaan barang bukti dengan jalan meminta persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri dengan ketetapan dari Pengadilan Negeri, baru pihak pegadaian menyerahkan barang bukti tersebut, meskipun harus adu argumentasi.
d. Apabila barang bukti hilang tidak diketemukan, maka penyidik melakukan penyelidikan ulang di T.K.P (Tempat Kejadian Perkara).
e. Mencari keterangan saksi-saksi dan tersangka dengan cara mengumpulkan para saksi dan tersangka untuk mencari kebenaran barang bukti yang tidak lagi berbentuk seperti perhiasan yang telah dilebur oleh pembeli.

A. Saran – Saran
Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis juga hendak menyampaikan beberapa saran, yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam usaha mengadakan perbaikan dan juga yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut :
1. Petugas penyidik agar dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
2. Rumah penyimpanan benda-benda sitaan negara agar supaya selekasnya dibangun, begitu pula terhadap para petugasnya agar supaya dibentuk pada setiap daerah hukum Pengadilan Negeri.
3. Dalam hal melakukan penyitaan seyogyanya cukup diberikan surat ijin penyitaan dari pimpinan dari Kepala Polisi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri setempat dengan memberikan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini dimaksudkan supaya pihak penyidik lebih cepat serta dengan biaya ringan melaksanakan tugasnya mengenai penyitaan tersebut.
4. Terhadap benda atau barang sitaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana dalam keputusan Pengadilan Negeri, benda-benda tersebut dikembalikan kepada yang berhak atau kepada siapa benda itu atau barang tersebut disita setelah pemiliknya diberitahukan dengan sepatutnya untuk mengambil benda-benda tidak diambil, maka agar diberikan tenggang waktu yang telah ditentukan dan apabila pemiliknya tidak mengambilnya juga maka disarankan agar benda-benda tersebut dapat dijual lelang dan hasilnya dimasukkan dakan kas negara.
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